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Abstrak: Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik terlebih di negara yang
menganut demokrasi, jika partai politik gagal melakukan fungsi rekrutmen politik maka akan berhenti menjadi
partai politik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola rekrutmen partai PDIP dalam menentukan kandidat
calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan. Hasil analisis dan temuan di lapangan yaitu bahwa terdapat
dua mekanisme rekrutmen partai PDIP dalam menetapkan kandidat calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera
Selatan yakni terbuka dan tertutup. Mekanisme ini merupakan proses dalam melakukan fungsi partai sebagai
sarana rekrutmen legislatif yang dilaksanakan PDIP Provinsi Sumatera Selatan. Adapun pola kandidat dalam
rekrutmen partai PDIP dalam menentukan kandidat calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan yaitu
Compartmentalization, dalam rekrutmen politik latar belakang pendidikan seorang calon legislatif tidak menjamin
kesiapan mereka terjun ke dunia politik tanpa adanya pembekalan khusus dari partai politik. Immediate Survival,
dalam proses rekruitmen calon legislatif PDIP Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan kedekatan personal masih
menyisakan kesenjangan di antara kader, walaupun tidak menimbulkan konflik yang keras. Partisan, rekrutmen
juga dilakukan oleh DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan metode infiltrasi yaitu masuk ke
dalam elemen-elemen atau organisasi-organisasi masyarakat. Meritokrasi, PDIP Provinsi Sumatera Selatan dalam
proses rekrutmen politiknya menggunakan sistem karir dan meritokrasi dimana para kader untuk menjadi elit
politik harus memulai jenjang karir sesuai dengan mekanisme yang ada di tubuh partai.

Kata Kunci: Rekrutmen, Partai Politik dan Calon Legislatif

Abstract: Political recruitment is a very important function for political parties, especially in countries that
embrace democracy, if political parties fail to carry out political recruitment functions, they will stop being
political parties. The purpose of this research is to find out the pattern of PDIP party recruitment in determining
candidates for DPRD Level 1 of South Sumatra Province. The results of the analysis and findings in the field are
that there are two PDIP party recruitment mechanisms in determining candidates for DPRD Level 1 of South
Sumatra Province, namely open and closed. This mechanism is a process in carrying out the party's function as
a means of legislative recruitment carried out by PDIP South Sumatra Province. The candidate pattern in the
recruitment of the PDIP party in determining candidates for DPRD Level 1 of South Sumatra Province is
Compartmentalization, in political recruitment the educational background of a legislative candidate does not
guarantee their readiness to enter politics without special provision from political parties. Immediate Survival,
in the process of recruiting PDIP legislative candidates for South Sumatra Province related to personal closeness
still leaves gaps between cadres, although it does not cause violent conflict. Partisan, recruitment is also carried
out by DPD PDIP South Sumatera Province by using the infiltration method, namely entering into elements or
community organizations. Meritocracy, PDIP South Sumatera Province in its political recruitment process uses
a career system and meritocracy where cadres to become political elites must start a career path according to
the existing mechanisms in the party body.
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PENDAHULUAN

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen poltik. Fungsi rekrutmen politik adalah seleksi dan
pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah
peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, jika melihat pendapat tersebut
maka sudah seharusnya partai politik melakukan cara yang baik dalam proses penjaringan kader khusunya kader-
kader yang dipersiapkan untuk menduduki kursi anggota legislatif atau anggota DPR ini (Prasetya, 2021).

Partai politik di negara demokrasi yang memiliki fungsi beberapa diantaranya adalah rekrutmen politik, setiap
sistem politik menganut pola rekrutmen yang berbeda-beda. Anggota yang direkrut adalah yang memiliki suatu
kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menempati jabatan politik di pemerintahan. Berbicara hal tersebut
partai politik juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda-beda antara satu partai dengan partai lainnya. Pola
perekrutan politik disesuai AD/ART dan kebijakan partai masing-masing.

Pentingnya fungsi legislastif yang didalamnya diisi oleh orang-orang partai politik maka dari itu partai politik
dituntut untuk merekrut kader-kader yang berkompeten untuk dipersiapkan dikursi parlemen atau bisa disebut
kursi wakil rakyat yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rekrutmen kader adalah salah satu hal utama
bagi partai politik, pola rekrutmen kader yang bagus dan memiliki cara-cara yang elegan akan memberikan
dampak yang positif bagi partai politik itu sendiri, kader-kader tersebut dapat memberikan dampak yang positif
bagi keberlangsungan partai politik itu sendiri, apabila didalam sebuah partai politik itu pola rekrutmen kadernya
tidak berjalan semestinya atau terdapat kesalahan yang tidak semestinya,maka bisa dipastikan dampak negatif
akan menimpa partai politik tersebut, partai politik tersebut bisa dipastikan akan gagal dalam proses
persaingan antar kompetitor partai politik dan mungkin bisa membubar kandiri (Sugiarto dan Pratiwi, 2020).

Partai politik dalam kehidupan bernegara juga menjadi sarana utama sebagai representasi sebuah aspirasi dan
kepentingan yang berbentuk parlemen, sistem demokrasi harus memiliki pemisahan kekuasaan, kekuasaan
dipisah menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif yang dikhususkan membuat
hukum, eksekutif yang berfungsi menjalankan administrasi pemerintahan dan yudikatif memiliki tugas
diperadilan. Jika merujuk kepada pendapat tersebut maka legislatif yang direpresentasikan sebagai parlemen
adalah poin yang penting dalam sistem politik demokrasi yang dianut suatu negara. Anggota legislatif sendiri
didalamnya diisi oleh orang-orang partai politik yang mewakili masyarakat dari masing-masing partai politik
itu sendiri (Nasution, 2023).

Partai politik yang besar di Indonesia sekarang ini adalah contoh dan bukti nyata dari keberhasilan pola
rekrutmen kader, sehingga partai politik tersebut terus hidup dan berkembang didalam sebuah sebuah negara.
Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik terlebih di negara yang menganut
demokrasi, jika partai politik gagal melakukan fungsi rekrut menpolitik maka akan berhenti menjadi partai
politik. Fungsi rekrutmen politik sebagai penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan
melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk
jabatan tertentu, pendidikan dan ujian (Adelina, 2018).

Keberadaan partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral dan etika untuk memperbaiki
keadaan dan kondisi masyarakat, tetapi sementara banyak partai politik dapat membangun daya saing, hanya
sedikit yang dapat tetap kompetitif secara berkelanjutan atau langgeng. Kelemahan utama adalah
ketidakmampuan untuk mempertahankan dan menghasilkan keunggulan kompetitif dan membawanya ke
generasi berikutnya atau yang bisa disebut kelahiran kembali. Dalam konteks rekrutmen partai politik ada
sejumlah gejala yang tidak kondusif bagi proses membangun demokrasi (Nugroho, 2023).

Pertama, sistem pemilihan umum proporsional telah mengabadikan dominasi oligarki dalam proses rekrutmen.
Elit partai di daerah sangat berkuasa penuh terhadap proses rekrutmen, yang menentukan siapa yang bakal
menduduki “nomor pertama“. Kedua, proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Ketiga,
dalam proses rekrutmen tidak dibangun relasi (linkage) yang baik antara partai politik dan masyarakat sipil.
Keempat, proses pemilihan dan proses rekrutmen bekerja dalam konteks “massa mengambang” yang kurang
terdidik dan kritis. Dalam jangka yang cukup panjang masyarakat Indonesia tidak memperoleh pendidikan politik
secara sehat sehingga menghasilkan jutaan pemilih tradisional yang sangat rentan dengan praktik- praktik
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mobilasi (mobilized voters). Gejala-gejala diatas merupakan problem yang rumit dalam rekrutmen politik menuju
tatanan politik demokratis di parlemen (DPR dan DPRD), terutama terjadi dalam rekrutmen calon legislatif
ditingkat lokal (Budiharjo, 2020).

Kelemahan lain dari proses rekrutmen politik partai adalah tidak semua persyaratan pencalonan anggota parlemen
dikomunikasikan secara umum. Selama ini persyaratan keanggotaan legislatif yang ditetapkan oleh masing-
masing partai hanya dikomunikasikan ditingkat pimpinan partai, sehingga mayoritas caleg dipilih oleh mereka
yang memegang jabatan di dalam partai. Tuntutan ini harus disosialisasikan dengan berbagai cara, seperti brosur,
poster dan media massa, seperti halnya bisnis mencari pekerja.

Berdasarkan hasil perolehan suata calon anggota DPRD Partai PDIP
Tingkat 1 Dapil 3 Sumatera Selatan

Tahun 2024-2029 memberikan gambaran hasil suara sah dari berbagai calon yang bertarung dalam pemilihan
legislatif tahun 2024 di Kabupaten OKI- Ol, khususnya di Dapil 3. Calon llyas Panji Alam. Dari partai PDIP
menempati posisi pertama dengan 29.652 suara sah, menjadikanya salah satu pemenang di Pilkada 2024-2029.
Partai PDIP pada Pileg 2024, mendapatkan 543.067 suara atau sebesar 10,97 persen. Berikut partai yang
berpeluang mendapatkan 8 kursi DPRD Sumsel, berdasarkan perolehan suara masing-masing partai. Golkar,
749,720 suara, Gerindra, 716,413isuara. Nasdem, 526,214 suara. Demokrat, 518,680 suara. PKB, 478,691
suara. Nasdem, 37.950 suara. Golkar, 37.868. PKS, 37.248 suara. PKB, 35.043 suara. PAN, 411,711
suara. PKS, 387,487 suara. Dengan mengantongi suara 543,067 suara partai PDIP berpeluang mendapatkan
sembilan kursi wakil rakyat.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola rekrutmen partai PDIP dalam menentukan kandidat calon DPRD
Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini mengunakan studi kasus sebagai pendekatan dalam
menggali data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui
wawancara langsung dengan pihak DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data yang
bersifat interaktif terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling untuk pemilihan subyek pada penelitian ini dengan mengkhususkan pada subjek yang sesuai
dengan tujuan dari penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu anggota legislatif (1 orang), Ketua
Partai DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan (1 orang), kader partai (1 orang) dan masyarakat atau partisipan (2
orang). Analisis data yang diambil dalam penelitian ini dimana dalam penelitian ini menggunakan
analisis kualitatif dan dianalisis dengan merekleksikan pola rekrutmen partai PDIP dalam menentukan kandidat
calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan.

PEMBAHASAN

PDIP adalah kekuatan politik baru yang lahir dengan tekad mengakhiri sengkarut politik hari ini dengan
mengembalikan politik kepada nilainya yang luhur. Dengan lebih mengfokuskan kepada masyarakat untuk
bersama memberikan kontribusi yang maksimal untuk Indonesia. Adapaun beberapa hal yang ingin diperangi
PDIP yaitu korupsi yang merajalela dikalangan pejabat pemerintahan dan sikap intoleran yang semakin hari
semakin menjadi masalah di Indonesia. Dengan tekad yang kuat PDIP dalam memperjuangkan tujuannya sangat
membutuhkan partisipasi dari kalangan anak muda yang dinilai memiliki gagasan yang baru dan semangat yang
masih membara untuk perubahan. Salah satu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP yang menjadi obyek
penelitian adalah DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan terkait pola rekrutmen calon legislatifnya dengan
pendekatan teori dan hasil wawancara dengan pihak partai.

a. Dari hasil wawancara dengan ketiga orang yang terlibat langsung dalam proses rekrutmen Calon
Legislatif DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan diatas dapat disimpulakan bahwa pola rekrutmen
yang dilakukan DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan adalah pola rekrutmen terbuka dengan
memberikan kebebasan kepada siapapun yang ingin bergabung atau menjadi calon legislatif dari DPD
PDIP Provinsi Sumatera Selatan dan hal ini pun dilakukan baik dari PDIP Pusat dan PDIP Daerah
karena memang secara umum PDIP adalah partai yang terbuka untuk masyarakat

b. Terkait pola rekrutmen politik yang dilakukan DPD PDIP Provinsi Sumatera dapat disimpulkan
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bahwa DPD PDIP Provinsi Sumatera bahkan PDIP secara umum menggunakan pola rekrutmen
terbuka dalam proses rekrutmennya dengan memberikan kebebasan bagi setiap warga negara
khususnya di Provinsi Sumatera Selatan yang ingin terlibat dan menjadi calon legislatif dari DPD
PDIP Provinsi Sumatera tanpa ada pembeda satu dengan yang lainnya dan tidak menggunakan pola
rekrutmen tertutup karena memang pola rekrutmen tertutup tidak sejalan dengan prinsip
kepemimpinan PDIP Provinsi Sumatera itu sendiri dimana pola tertutup hanya akan menguntungkan
segelintir elit saja.

Adapun beberapa pertimbangan Partai PDIP Provinsi Sumatera Selatan dalam pola rekrutmen kandidat partai
PDIP dalam menentukan calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

a.

Compartmentalization

Dalam proses rekrutmen calon legislatif PDIP Provinsi Sumatera Selatan terkait kriteria pendidikan dalam
rekrutmen tidak begitu dispesifikkan bagi lulusan-lulusan ilmu politik akan tetapi selama ia memiliki ijazah
SMA atau sederajat bisa diartikan calon tersebut telah lulus berkas dalam wilayah pendidikan, selebihnya
pihak partai melakukan pendidikan politik khusus untuk calon-calon legislatif yang telah lulus berkas demi
memberi bekal untuk kedepannya bagi calon legislatif dari PDIP Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam proses rekrutmen calon legislatif PDIP Provinsi Sumatera Selatan terkait kriteria dibidang politik
dan organisasi merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh PDIP Provinsi Sumatera Selatan alam
merekrut calon legislatifnya dikarenakan penerimaan masyarakatlah yang sangat penting ketika ingin
terjun ke dunia politik sebab dalam pemilu mendatang yang memilih adalah masyarakat dan yang akan
diwakili adalah masyarakat pula dan salah satu cara menganalisa aksebtabilitas bakal calon
legislatif yang mendaftarkan diri adalah mengetahui pengalamnya baik itu latar belakang pendidikan
sampai dengan pengalaman organisasi yang dimiliki bakal calon, maka wajar pada saat ini PDIP lebih
mengfokuskan keanggotaaan serta calon legislatifnya yang paham dengan fenomena-fenomena yang
dihadapi masyarakat pada saat ini.

Immediate Survival

Dalam proses rekruitmen calon legislatif PDIP Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan kedekatan
personal masih menyisakan kesenjangan di antara kader, walaupun tidak menimbulkan konflik yang keras.
Tetapi, hal itu menandaskan bahwa proses kaderisasi juga mengalami kemacetan sehingga partai masih
memberikan ruang terhadap kalangan non-partai untuk berpartisipasi dalam agenda politik. Bisa dikatakan
partai juga mulai menyadari bahwa kualitas kader yang dibina dengan metode kaderisasi di setiap tingkat
juga belum mampu secara kompetitif bersaing dengan kalangan lulusan akademisi non politik.

Dalam proses rekrutmen calon legislatif PDIP Provinsi Sumatera Selatan terkait kriteria kedekatan
personal masih menyisakan kesenjangan di antara kader, walaupun tidak menimbulkan konflik yang keras
dan anggota legislatif mempunyai tugas untuk menerima aspirasi rakyat dan semaksimal mungkin
mencoba memberikan solusi terkait permasalahan yang diadukan masyarakat. Kapasitas anggota legislatif
tidak diragukan dalam hal menyikapi masalah-masalah yang ada, hanya saja masih ada oknum yang selalu
menyalahgunakan wewenang yang telah diamanahkan kepada mereka demi kepentingan sendiri. DPD
PDIP Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi patokan utama dalam menjaring calon legislatif dalam
internal partai politik. DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan menilai loyalitas dan dedikasi terhadap partai
sangat penting.

Partisipan

Rekrutmen juga dilakukan oleh DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan metode
infiltrasi yaitu masuk ke dalam elemen-elemen atau organisasi-organisasi masyarakat. Hal tersebut legal
dilaksanakan, selama seasas dan seaspirasi sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar (AD) PDIP, di
mana partai dalam membangun dan menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan,
organisasi fungsional, dan organisasi profesi yang seasas dan seaspirasi dapat menempatkan anggota partai
pada organisasi-organisasi tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa partisipan politik dalam PDIP beberapa calon legislatif
yang berada di organisasi masyarakat juga melakukan perekrutan pada anggota organisasi tersebut, seperti
yang dilakukan oleh beberapa kader partai di organisasi. Sosialisasi kepada masyarakat oleh PDIP Provinsi
Sumatera Selatan juga dilakukan dengan terjun langsung. Sosialisasi ini mempunyai tujuan mendapat
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dukungan masyarakat sekaligus dukungan kepada aktifitas masyarakat yang positif agar tetap eksis dan
produktif.
d. Meritokrasi
Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa landasan karir politik dalam PDIP adalah
keanggotaan dan partisipasi aktif. Individu bergabung dengan partai dan terlibat dalam berbagai kegiatan
partai, seperti menghadiri pertemuan, menjadi sukarelawan, berkampanye dan berkontribusi dalam diskusi
kebijakan. Keterlibatan aktif membantu anggota membangun jaringan, menunjukkan komitmen, dan
menampilkan potensi mereka.
Selain itu, pola rekrutmen PDIP dengan cara meritokratis dan karir, maka posisi dan peluang untuk maju
seorang calon kader dan kader didasarkan pada keterampilan, keahlian, dan kontribusi anggota yang
ditunjukkan kepada partai. Meritokrasi itu sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang cakap
naik ke posisi kepemimpinan, mendorong pengambilan keputusan yang efektif dan tata kelola partai. Ini
mendorong persaingan yang adil dan memungkinkan anggota berbakat untuk berkontribusi dan unggul
dalam struktur partai.
Berdasarkan Peraturan Partai PDI Perjuangan Nomor 25A tentang rekrutmen dan seleksi calon legislatif DPRD
Tingkat 1 Partai PDIP Provinsi Sumatera Selatan ada beberapa proses rekrutmen penetapan untuk calon DPRD
PDI Perjuangan yaitu sebagai berikut :

a. Proses penjaringan
Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa proses awal dalam rekrutmen angggota DPRD Tingkat
1 adalah penjaringan, yaitu DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan membuka ruang pendaftaran bagi siapapun
baik dari internal partai ataupun masyarakat umum untuk dapat mendaftarkan diri menjadi bakal calon
legislatif DPRD Tingkat 1 Partai PDIP Provinsi Sumatera Selatan. Mekanisme penjaringan ini tentunya setiap
anggota atau kader partai berhak mendaftarkan diri dengan mengambil fomulir pendaftaran di Kantor DPD
calon legislatif DPRD Tingkat 1 Partai PDIP Provinsi Sumatera Selatan. Setiap anggota atau kader partai yang
sebelumnya telah mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran. Maka seseorang yang akan menjadi
bakal calon anggota legislatif dari PDIP harus mengikuti dalam tahapan seleksi calon setelah seluruh ketentuan
administrasi sudah terpenuhi.

Proses rekrutmen menjadi fokus bagi partai dengan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kader

dari bakal calon legislatif yang melibatkan seluruh elemen tokoh masyarakat. Dalam serangkaian proses tersebut

ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi bagi pendaftar, yaitu meliputi :

1) Pengisian formulir pendaftaran dengan melampirkan daftar riwayat hidup, dan KTA (bagi yang
merupakan anggota partai).
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2) Pelaksanaan ujian tertulis dan psikotes, untuk ujian dan psikotes ada dua tahapan yaitu yang pertama
diselenggarakan oleh DPD dan yang kedua oleh DPP PDIP.

3) Mengikuti sekolah partai, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian tertulis dan psikotes pendaftar
akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu bagi pendaftar di PDIP wajib mengikuti sekolah partai yang
diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP.

Adapun tugas yang dilakukan tim verifikasi dalam mekanisme proses rekrutmen yang dijalankan adalah sebagai
berikut:

1) Verifikasi administrasi terhadap bakal calon guna memenuhi ketentuan tentang persyaratan bakal calon
legislatif DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan.
2) Mengkoordinasikan pelaksanaan psikotes sesuai dengan instruksi DPP Partai.
3) Verifikasi bobot skoring bakal calon.*
Data-data yang diperlukan dalam proses pendaftaran digunakan sebagai sarana dalam proses penyaringan oleh
DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan.

b. Proses Penyaringan

Dasar penilaian pada tahap penjaringan dan penyaringan dilaksanakan melalui proses dengan tahapan telah
ditentukan berdasarkan Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor:
SKR.PP/061/TAP/DPP/111/2019 tentang Pedoman Teknis Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan Calon
Anggota Legislatif PDIP. DPD PDIP sangat menghargai juknis yang ditetapkan oleh DPP dengan
mempertimbangkan dan memprioritaskan kuota pada pengurus internal (inti) sebesar 85%. Dari hasil
penyaringan DPP Partai harus memastikan dalam memenuhi minimal 30% untuk jumlah perempuan dari jumlah
kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Setelah itu baruhlah para calon disebar ke daerah pemilihan
masing-masing. Selanjutnya bakal calon anggota legislatif yang telah ditetapkan melalui proses penyaringan
dinyatakan sebagai calon anggota DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan atau disebut sebagai usulan Daftar
Calon Sementara (DCS). Dari ketentuan usulan DCS DPRD Provinsi Sumatera Selatan harus disampaikan oleh
DPD Partai dan DPP Partai.

C. Proses Penugasan dan Penetapan Dari proses penugasan ini, calon

anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang masuk dalam DCS Partai mendapatkan tugas untuk
melakukan sosialisasi diri, penggalangan dan pemetaan politik di daerah pemilihan yang bersangkutan. Hal ini
penting dilakukan bagi para calon untuk memperkenalkan diri ke masyarakat secara langsung, karena semakin
sering mensosialisasikan diri kemasyarakat akan memiliki peluang yang besar dalam memenangkan diri sebagai
calon legislatif.

d. Penetapan Nomor urut

Penetapan nomor urut calon dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas calon di dalam melaksanakan tugas-
tuganya sebagai calon anggota legislatif. Dengan demikian Caleg yang memiliki kualitas lebih, dapat menempati
nomor urut prioritas di dalam suatu daerah pemilihan. Contohnya ketua partai, sekretaris dan bendahara DPD
Partai hanya mendapatkan hak untuk ditempatkan pada nomor prioritas dalam hal ini seluruh ketentuan di dalam
penjaringan dan penyaringan dapat dipenuhi. Proses penetapan harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan
oleh PDIP tidak membeda-bedakan jabatan atau kedudukan sebagai calon anggota legislatif. Kriteria untuk
menetapkan calon antara lain yaitu :

1) Faktor usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup yakni 21 tahun untuk dapat
dicalonkan menjadi anggota legislatif. Usia merupakan hal yang
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2)

penting karena dapat menentukan tingkat analisa seseorang dalam menghadapi masalah. Biasanya
faktor usia juga dapat mengukur kematangan dan pengalaman seseorang dalam masyarakat

Pendidikan, yaitu seorang calon anggota legislatif harus mempunyai tingkat pendidikan yang bagus
minimal sarjana agar calon tersebut dapat memahami dan mengatas masalah-masalah sosial yang
terjadi di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat
dua mekanisme rekrutmen partai PDIP dalam menetapkan kandidat calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera
Selatan yakni terbuka dan tertutup. Mekanisme ini merupakan proses dalam melakukan fungsi partai sebagai
sarana rekrutmen legislatif yang dilaksanakan PDIP Provinsi Sumatera Selatan. Adapun pola kandidat dalam
rekrutmen partai PDIP dalam menentukan kandidat calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

a.

Compartmentalization, dalam rekrutmen politik latar belakang pendidikan seorang calon legislatif tidak
menjamin kesiapan mereka terjun ke dunia politik tanpa adanya pembekalan khusus dari partai politik
terkait pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik itu sendiri, dalam kriteria pendidikan yang
ada di PDIP tidaklah begitu memperdulikan latar belakang pendidikan calon legislatifnya akan tetapi
mereka diwajibkan mengikuti sekolah partai dari PDIP guna menjadi bekal dalam kesiapan
menghadapi pemilu yang akan datang.

Immediate Survival, dalam proses rekruitmen calon legislatif PDIP Provinsi Sumatera Selatan terkait
dengan kedekatan personal masih menyisakan kesenjangan di antara kader, walaupun tidak
menimbulkan konflik yang keras. Tetapi, hal itu menandaskan bahwa proses kaderisasi juga mengalami
kemacetan sehingga partai masih memberikan ruang terhadap kalangan non-partai untuk berpartisipasi
dalam agenda politik. Bisa dikatakan partai juga mulai menyadari bahwa kualitas kader yang dibina
dengan metode kaderisasi di setiap tingkat juga belum mampu secara kompetitif bersaing dengan
kalangan lulusan akademisi non politik.

Partisan, rekrutmen juga dilakukan oleh DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan
metode infiltrasi yaitu masuk ke dalam elemen-elemen atau organisasi-organisasi masyarakat. Hal
tersebut legal dilaksanakan, selama seasas dan seaspirasi sebagaimana tertuang di dalam Anggaran
Dasar (AD) PDIP, di mana partai dalam membangun dan menjalin hubungan kerjasama dengan
organisasi kemasyarakatan, organisasi fungsional, dan organisasi profesi yang seasas dan seaspirasi
dapat menempatkan anggota partai pada organisasi-organisasi tersebut.

Meritokrasi, PDIP Provinsi Sumatera Selatan dalam proses rekrutmen politiknya menggunakan sistem
karir dan meritokrasi dimana para kader untuk menjadi elit politik harus memulai jenjang karir sesuai
dengan mekanisme yang ada di tubuh partai. Hal itu dilakukan agar para kader mempunyai pengalaman
dan pengetahuan dari dasar tentang partai dan perpolitikan. Sistem karir dan meritokrasi ini sudah
sesuai dengan kondisi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang bersifat heterogen karena banyaknya
suku dan ras yang menetap di Provinsi Sumatera Selatan sehingga memberikan kesempatan kepada
siapapun yang mau berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk mendaftar
sebagai kader dan elite politik PDIP Provinsi Sumatera Selatan
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